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I. Pendahuluan 

Dalam beberapa tahun terakhir,  kehadiran supermarket modern saat ini menjadi perhatian serius bagi 

pemerintah dan masyarakat. Dalam satu sisi, keberadaan supermarket modern menawarkan berbagai 

kemudahan bagi konsumen dalam berbelanja, seperti lebih lengkapnya pilihan produk dan 

kenyamanan saat berbelanja. Namun, di sisi lain, dampak kehadiran supermarket modern juga sangat 

signifikan bagi pedagang pasar tradisional yang sudah lama ada sebelumnya.[1] Banyak pedagang 

pasar tradisional yang mengalami penurunan omset karena persaingan dengan supermarket modern 

yang lebih modern dan berskala besar. Selain itu, beberapa pedagang juga merasa kesulitan untuk 

bersaing dalam hal harga karena biaya operasional yang lebih tinggi. Dampak lain yang muncul adalah 

adanya pergeseran pola belanja konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja di supermarket 

modern, sehingga membuat sebagian pedagang pasar tradisional mengalami penurunan 

pendapatan.[2] 

 

Faktor yang memungkinkan perkembangan pesat supermarket modern adalah kelonggaran yang 

diberikan oleh pemerintah dalam memberikan izin untuk membangun dan beroperasi. Dalam beberapa 

kasus, pemerintah cenderung memberikan izin dengan persyaratan yang relatif mudah dipenuhi, 

seperti persyaratan izin lingkungan dan izin pembangunan. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi 

supermarket modern untuk memperluas jangkauannya dan menarik lebih banyak konsumen. Namun, 

kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat 

agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pemerintah 

perlu memastikan bahwa supermarket modern yang beroperasi memenuhi standar keamanan dan 

kesehatan yang diperlukan, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin 

timbul akibat kehadiran supermarket modern.[3] 

 

Penelitian menunjukkan bahwa kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam menerapkan 

regulasi terkait supermarket modern, terutama terkait jarak lokasi, dapat memperburuk upaya untuk 

melindungi pasar tradisional. Beberapa supermarket modern seringkali dibangun di dekat pasar 

tradisional yang sudah lama ada sebelumnya, dan hal ini dapat memperburuk persaingan yang sudah 

tidak seimbang antara pasar tradisional dengan supermarket modern yang memiliki keunggulan dalam 

skala dan kemudahan. Selain itu, terdapat juga kasus dimana aparat pemerintah memberikan izin 

usaha kepada supermarket modern meskipun melanggar aturan yang telah ditetapkan. Tindakan 

seperti ini tentu saja dapat membahayakan keberlangsungan pasar tradisional yang sudah ada 

sebelumnya dan merugikan para pedagang tradisional yang kurang mampu bersaing dengan 

supermarket modern yang lebih besar dan lebih modern.Pemerintah perlu mempertimbangkan secara 

matang dan hati-hati dalam memberikan izin usaha bagi supermarket modern, dengan memperhatikan 

aspek-aspek seperti jarak lokasi dan dampak sosial-ekonomi yang mungkin terjadi.[4] 

 

Di seluruh dunia, termasuk Eropa dan Amerika Serikat, supermarket modern tidak diizinkan untuk 

berada di pusat kota. Di Indonesia, supermarket modern berusaha untuk memperluas bisnisnya ke 

kota-kota kecamatan, daerah pinggiran kota, desa-desa, dan wilayah terpencil. Hal ini dilakukan 

melalui berbagai strategi pengembangan yang mereka terapkan. Kebijakan di Indonesia perlu 



mengikuti negara-negara di Eropa dan Amerika dalam mengizinkan supermarket modern. Dengan 

begitu, dapat menjaga keseimbangan antara supermarket modern dan pasar tradisional.[5] 

 

Penelitian terdahulu telah mengkaji tentang implementasi kebijakan penataan minimarket di Sidoarjo. 

Di indonesia pemerintah tergolong abai dalam memberikan izin pada maraknya supermarket modern. 

Mayoritas penelitian terdahulu fokus pada implementasi kebijakan oleh karena itu penelitian ini 

berfokus pada aspek kelonggaran pemerintah dalam memberikan izin supermarket modern.[6] 

 

Rumusan Masalah: Aspek kelonggaran pemerintah dalam memberikan izin pada supermarket modern 

 

Pertanyaan Penelitian: Apakah pemerintah dapat dikatakan abai dalam memberikan ijin pada 

maraknya supermarket modern sehingga berdampak pada pasar tradisional yang ada disekitarnya? 

 

Kategori SDGs: Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi 

 

II. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan fokus pada jenis pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) untuk mengkaji UU No.7 tahun 2014, Peraturan Pemerintah 

No.29 tahun 2021, dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.23 tahun 2021 dengan menggunakan 

teknik yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah undang-undang, sementara sumber data sekunder terdiri dari konvensi internasional, buku, 

jurnal, artikel internet, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data 

sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan. 

 

III. Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.  
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